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Perubahan sosial menjadi sesuatu yang tak dapat dihindari dalam 
kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dipastikan 
akan bersinggungan dengan hukum Islam sebagai pranata sosial yang bersentuhan 
langsung dengan perilaku manusia. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam 
yang besar di Indonesia turut serta dalam melahirkan produk-produk hukum yang 
progresif serta relevan terhadap tuntutan zaman melalui lembaga Majlis Tarjih 
dan Tajdid. Tulisan ini mengulas tentang hubungan hukum Islam terhadap 
perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan memfokuskan kajian bahasan 
kepada metode ijtihad Muhammadiyah dalam mengikuti arus kehidupan 
masyarakat yang mengalir dengan sangat dinamis. Melalui kajian analitis dengan 
menggunakan pendekatan historis, penulis menilai bahwa metode ijtihad 
Muhammadiyah dalam menjawab perubahan sosial bersifat dinamis dan progresif 
dengan mengembangkan tiga pendekatan; bayani, tahlili dan istislahi. Dinamisasi 
ijtihad Muhammadiyah dapat dilihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkannya yang 
mengikuti kebutuhan zaman meski dalam beberapa hal kerapkali berseberangan 
dengan fatwa-fatwa tradisional dalam kitab-kitab klasik. Namun demikian, ia 
mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan tetap mengikuti 
prinsip-prinsip dasar syariah Islam di tengah masyarakat yang multicultural. 
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PENDAHULUAN 
Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim memiliki sejarah 
panjang terkait perkembangan Islam di wilayah nusantara. Corak kebudayaan 
masyarakat muslim kala itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kebudayaan Hindu 
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dan Buddha yang hidup di masyarakat.
1
 Kondisi ini terus berlanjut sampai dengan 
masuknya hukum Islam di era kesultanan dan kerajaan Islam di wilayah nusantara 
yang oleh Van den Berg (1845-1927) disebut dalam teorinya Receptio Complexu 
bahwa hukum yang berlaku bagi warga negara muslim Indonesia kala itu adalah 
hukum Islam yang secara umum berafiliasi kepada mazhab syafi‘i.
2
  
Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2019 
sebagaimana dirilis Global Religious Futures tercatat tidak kurang dari 250 juta 
dari total 297 juta penduduk Indonesia beragama Islam.
3
 Persentase jumlah 
penduduk muslim yang sangat besar dibarengi dengan wilayah Indonesia yang 
sangat luas menjadikan ajaran mazhab fiqih tertentu tidak cukup menjawab 
persoalan keagamaan di masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat 
Indonesia. 
Dalam disiplin ilmu sosiologi, masyarakat selalu mengalami perubahan dari 
waktu ke waktu.
4
 Atmosfir kehidupan sosial menjadikan interaksi manusia dengan 
lingkungan sekitarnya semakin meningkatkan kebutuhan terhadap social control. 
Adanya interaksi sosial ini juga mempercepat proses perubahan di masyarakat 
sehingga berbuntut adanya disparitas antara hukum yang telah ajeg sebelumnya 
dengan kondisi riil di masyarakat.
5
 Senada dengan kondisi tersebut, ilmu sosiologi 




Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur‘an dan Hadis merupakan jalan 
hidup yang harus ditaati sebagai bentuk pengabdian secara totalitas kepada Allah 
swt. Namun demikian, meski kedua sumber hukum tersebut menyentuh di semua 
lini kehidupan manusia, tetap saja ada jangkauan tertentu yang belum tersentuh 
oleh ajaran Islam yang hanif tersebut disebabkan adanya perubahan sosial yang 
menuntut perubahan konsep dan juga pranata sosial hukum Islam.
7
 Itu sebabnya, 
proses ijtihad dalam upaya menggali hukum (istinbath) oleh para ahli hukum Islam 
yang otoritatif sangat diperlukan mengingat Indonesia, seperti yang telah 
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digambarkan di atas, sebagai locus yang representative dalam hal pengembangan 




Perubahan sosial digambarkan dalam berbagai teori yang penekanannya pada 
kemampuan kelompok masyarakat dalam mengintegerasikan diri terhadap 
perubahan yang ada untuk mencapai keseimbangan. Talcott Parson terkait 
perubahan sosial merumuskan sebuah teori yang menarik yang ia sebut sebagai 
teori fungsional. Parson seperti dikutip Azhari menyatakan bahwa teori ini 
memberikan penekanan kepada integrasi masyarakat terhadap nilai-nilai sosial 
kemasyarakatan atas dasar kesepakatan anggota kelompok masyarakat tersebut 
sehingga mampu mengatasi perbedaan yang ada. Dari situ maka terlihat sebuat 
system fungsional yang seimbang dan integrative.
9
 
Perkembangan hukum dengan perubahan sosial yang kian dinamis menuntut 
adanya pranata hukum yang mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer 
yang secara eksplisit belum terekam dalam al-Qur‘an dan hadis yang mana 
keduanya memang sudah final dengan wafatnya Nabi Muhammad saw.
10
 
Mengingat bahwa tidak semua praktik kehidupan masyarakat ditetapkan ketentuan 
hukumnya, maka ijtihad sebagai upaya penggalian dan penemuan hukum menjadi 
sebuah keharusan. 
Dahulu, model pemberian fatwa dilakukan oleh seorang mufti secara individu 
yang mengajak para pengikutnya untuk menerima ajakan dan fatwa tersebut. 
Namun saat ini, fatwa dikeluarkan oleh beberapa mufti atau bahkan dikeluarkan 
oleh sekelompok mufti yang berafiliasi kepada suatu organisasi tertentu. 
Penyampaian fatwa juga tidak terbatas pada penyampaian secara personal kepada 
individu peminta fatwa saja, melainkan disampaikan melalui berbagai media 
sehingga dapat menyentuh spektrum masyarakat yang lebih luas.
11
 
Sejalan dengan paradigma di atas, upaya pengembangan hukum Islam di 
Indonesia di samping harus sejalan dengan prinsip Syariah, namun ia juga harus 
berbanding lurus dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
12
 Oleh karenanya, 
berbagai model pendekatan ijtihad para ahli hukum Islam yang tergabung dalam 
                                                 
8
 Penyebaran ajaran Islam yang sangat meluas bagi sebagian kalangan menilai bahwa hal 
tersebut tidak dapat memenuhi evolusi hukum yang dibutuhkan. itu sebabnya, penyebaran hukum 
tersebut harus menemukan lokus yang tepat. Lihat Wael B. Hallaq, Authority, Continuity and 
Change in Islamic Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 42. 
9
 Azhari, ―Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam.‖ 
10
 Oyo Sunaryo Mukhlas, Pranata Sosial Hukum Islam (Bandung: Refika Aditama, 2015), 
37. 
11
 Syamsul Anwar, ―Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in 
Muhammadiyah,‖ Islamic Law and Society 12, no. 1 (2005): 27–45. 
12
 Mohammad Yasir Fauzi, ―Legislasi Hukum Islam Di Indonesia,‖ Jurnal Pengembangan 
Masyarakat Islam 9, no. 2 (2016): 53–76. 
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organisasi atau perkumpulan tertentu dihadirkan sebagai bentuk representasi dari 
masyarakat Islam secara keseluruhan. Beberapa organisasi Islam yang tampil 
antara lain Masyumi, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Mathal`ul Anwar, 
Persis, Perti dan berbagai organisasi keislaman lainnya. Perkumpulan dan 
organisasi Islam tersebut tampil dengan warna yang berbeda namun berupaya 
untuk tetap menghadirkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin sehingga dapat diterima 
seluruh lapisan masyarakat dengan tawaran alternative dalam praktik keagamaan 
dengan model ijtihad masing-masing. 
Dari sekian banyak organisasi masyarakat Islam di atas, dua diantaranya 
memiliki basis massa yang sangat besar di Indonesia, yaitu NU dan 
Muhammadiyah. Masyarakat pedesaan dengan kultur pedesaannya cenderung 
mengafiliasikan diri kepada NU yang lebih mengedepankan pendekatan kultural, 
sementara masyarakat perkotaan lebih banyak mendekatkan diri ke 
Muhammadiyah dengan pendekatan pembaharuannya (tajdid). Namun demikian, 
banyak juga masyarakat yang secara formil mengaku tidak berafiliasi kepada ormas 
tertentu meski secara praktik ritual sama dengan praktik ritual ormas tertentu. 
Terlepas dari itu, adanya berbagai macam ormas tersebut sejatinya adalah sebagai 
penawaran alternative yang diharapkan mampu menyatukan dan menjawab semua 
persoalan yang ada di masyarakat Indonesia dengan berorientasi kepada 
kemenangan ukhrawi. 
Muhammadiyah, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar-nya, 
merupakan gerakan Islam yang berorientasi kepada dakwah amar makruf nahi 
munkar dengan pendekatan pembaharuan (tajdid) yang bersumber kepada al-
Qur‘an dan Hadis serta berasaskan Islam.
13
 Dengan konsep tajdid yang 
diusungnya, Muhammadiyah berusaha untuk melakukan proses purifikasi dan 
pemurnian kembali ajaran Islam dengan mengembalikannya kepada sumber-
sumber hukum Islam asli. Konsep ini juga berupaya untuk memurnikan ajaran-
ajaran Islam yang disinyalir telah terpapar virus TBC (Takhayul, Bid‘ah dan 
Churafat) yang sering digaungkan oleh petinggi persyarikatan Muhammadiyah. 
Oleh karena tugas dan fungsi Muhammdiyah yang berusaha untuk melakukan 
pemurnian ajaran agama Islam, maka otomatis akan terlibat langsung dalam hal 
pengkajian, penafsiran dan pemaknaan ajaran Islam. Sebab itu maka 
Muhammadiyah membentuk suatu badan khusus yang membidangi hal tersebut 
yaitu Majelis Tarjih (saat ini dikenal dengan nama Majelis Tarjih dan Tajdid). 
Karakteristik hukum Islam yang dinamis menjadi tantangan tersendiri bagi 
majelis tarjih untuk terus melakukan inovasi hukum dengan melahirkan fatwa-
fatwa yang actual serta relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dari 
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 Anggaran Dasar Muhammadiyah, Tahun 2005, pasal 4 ayat (1) dan (2). 
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sini terlihat bahwa ijtihad sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tubuh 
Muhammadiyah yang memang ditugaskan untuk melakukan penemuan dan 
pengintisarian hukum yang bersumber dari sumber-sumber hukum Islam otoritatif. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa 
pertanyaan penelitian yang menjadi tujuan penulisan artikel ini sebagai berikut: 
Pertama, bagaimanakah sikap Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam 
menghadapi perubahan sosial? Kedua, bagaimanakah model penerapan metode 
ijtihad yang digunakan dan dikembangkan Majelis Tarjih Muhmamdiyah dalam 
merumuskan fatwa di Indonesia ? 
  
PEMBAHASAN 
Sekilas Tentang Muhammadiyah 
Muhammadiyah merupakan sebuah persyarikatan yang didirikan oleh KH. 
Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta.
14
 Melalui 
Anggaran Dasarnya, Muhammadiyah menegaskan bahwa ia adalah suatu badan 
yang berkonsentrasi pada urusan dakwah islamiyyah dengan berlandaskan pada al-
Qur‘an dan Hadis. 
Muhammadiyah lahir pada saat kondisi dimana masyarakat Indonesia kala itu 
telah terdegradasi secara akidah ditandai dengan maraknya keyakinan serta ritual 
keagamaan yang melenceng jauh dari ajaran Islam. Meski ajaran Islam telah 
menyebar ke seluruh penjuru wilayah Nusantara kala itu, namun hal tersebut tidak 
menafikan pergerakan pelencengan akidah dalam bentuk ritual-ritual keagamaan 
yang baru nan menyimpang tersebut. Bentuk pelencengan diperparah dengan 
datangnya Kolonial Belanda yang ikut mewarnai corak keagamaan masyarakat 
Indonesia kala itu termasuk Islam.  
Keterbelakangan masyarakat muslim Indonesia saat itu menjadikan 
Muhammadiyah semakin bergelora untuk menyerukan ―Gerakan Kembali‖ kepada 
Islam seutuhnya. Sebagai bagian dari gerakan reformasi Islam, Muhammadiyah 
dikenal dengan gerakan purifikasi dalam hal keyakinan dan ajaran Islam. Untuk itu, 
Muhammadiyah menerapkan dua metode yang digunakan dalam 
mengaktualisasikan misi tersebut, yaitu:  
1. Gerakan yang memerangi ajaran yang menyimpang dari prinsip-prinsip 
dasar Islam, yaitu takhayyul, bid’ah, dan churafat (TBC). Gerakan ini 
terinspirasi dari ajaran teologi Ibn Taimiyyah (1263-1328) yang sangat 
keras menentang ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. 
                                                 
14
 Jaih Mubarok, ―Dinamika Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia,‖ UNISIA 26, no. 48 
(2003): 103–121. 
90   Vol. 22 No. 1 Januari-Juni 2021 
2. Merujuk kepada apa yang telah dilakukan Muhammad Abduh (1849-
1905), seorang ulama Mesir, Muhammadiyah mengajarkan ajaran Islam 
melalui proses pembaharuan dan modernisasi ajaran Islam melalui proses 
Pendidikan.
15
 Mengadopsi gerakan Muhammad Abduh, Muhammadiyah 
dalam mengembangan pandangan agamanya kepada ―Gerakan kembali 
kepada al-Qur‘an dan Hadis‖. Melalui gerakan ini, Muhammadiyah 
berupaya untuk mengembalikan cara pandang umat muslim terhadap 
pemahaman ajaran Islam yang murni (pure) dalam al-Qur‘an dan Hadis.   
Muhammadiyah menyatakan bahwa pengikut serta simpatisannya berjumlah 
tidak kurang 35 juta orang. Angka tersebut menurut Robin Bush, sebagaimana 
dikutip Najib Burhani, jauh lebih sedikit dari apa yang disebutkan. Meskipun 
memang organisasi ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat 
muslim Indonesia.
16
 Sebagai gerakan dakwah Islam dengan pandangan modernis, 
Muhammadiyah memiliki misi berkelanjutan untuk melakukan reformasi sosial 
dan keagamaan di kalangan komunitas Muslim di Indonesia. Misi tersebut 




Metode Ijtihad Muhammadiyah 
Istilah ijtihad berasal dari akar kata bahasa Arab ja-ha-da yang berarti 
bersungguh-sungguh.
18
 Secara terminologis, pengertian ijtihad juga mewakili 
maknanya secara bahasa meski dalam pendefinisiannya terdapat varian pengertian 
yang didasarkan pada pendekatan yang digunakan sehingga akan berpengaruh 
kepada sasaran dan tujuan ijtihad itu sendiri.
19
  
Para ahli ushul menyimpulkan bahwa ijtihad merupakan upaya mencurahkan 
kekuatan untuk mendapatkan hukum syar‘i yang bersifat praktis (amaliyah) dengan 
menggunakan cara istinbath.
20
 Lebih lanjut, ulama ushul setidaknya membagi 
ijtihad yang dimaksud dalam syari‘at ke dalam dua macam:
21
 
1. Ijtihad dalam istinbath hukum dan penjelasannya (istinbath al-ahkam wa 
bayaniha). 
                                                 
15
 Ahmad Najib Burhani, ―Pluralism, Liberalism and Islamism: Religious Outlook of 




 Anwar, ―Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah.‖ 
18
 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Pengelenggara dan 
penterjemah al-Quran, 1972), 92. 
19
 Fatchurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 
1995), 13. 
20
 Yusuf Al-Qardhawi, Al-Ijtihad Fi Al-Shari’ah Al-Islamiyyah (Kuwait: Dar al-Qalam, 
1985), 11. 
21
 H.A. Djazuli and I Nurol Aen, Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2000), 96. 
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2. Ijtihad dalam penerapan hukum (tathbiq al-ahkam). 
Terkait pengertian ijtihad ini, Muhammadiyah, sebagaimana dikutip dari 
Pokok-Pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah pada Bab II merumuskan definisi 
ijtihad sebagai berikut:  
―Ijtihad ialah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan 
merumuskan hukum-hukum syara‘ yang bersifat zanniy dalam batas sampai 
dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu‖.  
 
Selanjutnya dalam panduan Munas Tarjih Muhammadiyah XXV Bab I 
disebutkan pengertian ijtihad sebagai berikut:  
―Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali 
dan merumuskan ajaran Islam baik bidang akidah, hukum, filsafat, tasawuf, 
maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan 
tertentu‖ 
 
Jika dilihat dari pengertian di atas, ijtihad Muhammadiyah terlihat lebih 
progresif dibandingkan dengan pengertian ijtihad secara umum. Hal ini bisa dilihat 
dari istilah ―pendekatan tertentu‖ yang menandakan adanya penyesuaian metode 
dan pendekatan yang digunakan agar menemui titik relevansinya terhadap 
persoalan yang dikaji.  
Proses pengkajian serta penafsiran ajaran Islam dijalankan Muhammadiyah 
melalui badan khusus yang membidangi persoalan tersebut yang disebut dengan 
Majlis Tarjih (saat ini bernama Majlis Tarjih dan Tajdid) yang berada di setiap 
level cabang persyarikatan Muhammadiyah. Sebagaimana metode pengkajian dan 
penafsiran ajaran Islam pada umumnya, Syamsul Anwar menyebutkan bahwa 
metode yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid adalah manhaj tarjih. Lebih 
lanjut ia menjelaskan bahwa manhaj tarjih dimaksud adalah upaya menilai dalil-
dalil syar‘i yang secara tekstual bertentangan antara satu dengan lainnya untuk 
selanjutnya dilakukan kajian serta evaluasi mendalam terhadap dalil-dalil tersebut 
untuk ditentukan dalil mana yang lebih kuat.
22
 Di samping itu, pendekatan tekstual 
maupun kontekstual juga digunakan sebagai konsekuensi dari paradigma 
Muhammadiyah yang bersifat progresif sehingga peran akal juga digunakan untuk 
dapat memahami lafaz yang terkandung dalam nash al-Qur‘an dan Hadis dengan 
baik. 
Dalam Qa’idah Lajnah Tarjih Muhammadiyah, sebagaimana dikutip 
Fatchurrahman Djamil disebutkan bahwa tugas Majlis Tarjih secara rinci adalah:
23
 
1. Mengkaji serta mendalami kajian ilmu keislaman secara komprehensif 
guna menemukan ajaran Islam yang pure (murni). 
                                                 
22
 Syamsul Anwar, ―Manhaj Tarjih Muhammadiyah,‖ Tajdida 16, no. 1 (2018). 
23
 Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, 67. 
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2. Menyusun serta mengkompilasi pedoman praktik keagamaan di bidang 
akidah, akhlak, ibadah serta mu‘amalah. 
3. Memberikan fatwa dan nasihat baik atas permintaan individu dan 
kelompok atau pandangan Majlis sendiri yang melihatnya sebagai 
kebutuhan. 
4. Menyalurkan segala macam perbedaan pendapat terkait kajian keagamaan 
ke arah yang lebih maslahat. 
5. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan 
Persyarikatan. 
Model gerakan tajdid (pembaharuan) Muhammadiyah berangkat dari doktrin 
serta ajakan pemurnian ajaran Islam dari berbagai penyesatan ajaran Islam yang 
dikenal dengan TBC (takhayul, bid‘ah dan churafat). Dengan berorientasi kepada 
dinamisasi hukum Islam yang memiliki spektrum yang sangat luas, 
Muhammadiyah mencoba untuk mengembangkan ajaran Islam dalam atmosfir 
pluralisme budaya yang senantiasa berkembang di masyarakat dengan tetap 
berpegang pada prinsip dasar Islam yang kuat.
24
 
Muhammadiyah dikenal dengan organisasi yang non-mazhab. Dalam proses 
ijtihad yang dilakukannya, Muhammadiyah tidak berafiliasi secara formil kepada 
mazhab tertentu melainkan melalui prinsip tajdid-nya ia merujuk langsung kepada 
sumber hukum Islam utama yakni al-Qur‘an dan Hadis dalam melahirkan fatwa-
fatwanya.
25
 Ijtihad yang dilakukan pun terbatas dalam koridor yang ditetapkan 
dalam Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No. 17/SK-P/II-A/1.a/2001 tentang 
Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I Bab III Manhaj 
Ijtihad Hukum yang menyatakan bahwa ruang lingkup ijtihad Muhammadiyah 
terbatas pada: 1) masalah-masalah yang terkandung dalam dalil-dalil zanni, dan 2) 
masalah-masalah yang secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur‘an dan Hadis.  
Seperti diketahui, bahwa dalam kajian Usul Fiqh, lafaz jika dilihat dari segi 
dilalat (petunjuk) atas makna yang dikehendaki dibedakan menjadi dua bagian, 
yakni lafaz yang jelas maknanya dan lafaz yang tidak jelas maknanya.
26
 Itu 
sebabnya dalam posisi tarjih ini, akal berperan penting dalam memahami lafaz teks 
                                                 
24
 Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, Satu Abad Muhammadiyah: Gagasan 
Pembaruan Sosial Keagamaan, ed. Syarifudin Jurdi and Dkk (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 
2010), 352. 
25
 Zuly Qodir, Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan Dan Pemikiran Memasuki 
Abad Kedua (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 76. 
26
 I Nurol Aen, Dasar-Dasar Kaidah Kebahasaan Dalam Ushul Fiqh (Bandung: Gunung 
Djati Press, 1999), 6. 
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al-Qur'an dan Hadis yang jika keduanya bertentangan secara tekstual maka 
selanjutnya diselesaikan dengan metode takwil.
27
 
Keluasan metode ijtihad dalam hukum Islam menjadi concern tersendiri bagi 
Muhammadiyah. Perbedaan-perbedaan yang terkait dengan proses penerapan 
ijtihad menjadikan arah penentuan dalam melahirkan produk hukum (baca: fatwa) 
seringkali bersebelahan. Oleh sebab itu, Muhammadiyah merumuskan setidak ada 




1. Matode bayani (semantik) 
Metode ini merupakan cara memahami ketentuan hukum dengan 
menggunakan pendekatan bahasa teks sebagaimana termaktub dalam teks 
nya. 
2. Metode ta’lili (rasionalitik) 
Metode yang lebih mengedepankan aspek rasionalitas dan penalaran 
dalam mengkaji suatu ketentuan hukum. 
3. Metode istislahi (filosofis) 
Metode ini melihat kepada aspek filosofis yang menitikberatkan kepada 
kemaslahatan yang dicapai. 
Dalam mewacanakan pemahaman terhadap ajaran Islam yang komprehensif, 
berbagai pendekatan digunakan guna menghadirkan pemahaman yang utuh dan 
tidak bersifat parsial. Diantara pendekatan yang digunakan Muhammadiyah dalam 
mengekplorasi dan mengeksplanasi ajaran Islam dengan mengintegrasikan tiga 
model pendekatan, yakni bayani, irfani dan burhani. Ketiganya dibangun atas dasar 
hubungan spiral yang menggambarkan kesalingan antar satu dengan lainnya. 
Sehingga, antara satu model dengan lainnya mampu melengkapi dan menutupi 





Perubahan Sosial: Memotret Dinamisasi Ijtihad Muhammadiyah 
Masyarakat memang sejatinya selalu menghendaki adanya perubahan. Hal ini 
disebabkan lantaran masyarakat memang memerlukan perubahan yang disengaja 
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disebabkan adanya faktor-faktor serta kebiasaan yang dimiliki dalam diri 
masyarakat itu sendiri sebagaimana yang dikehendaki.
30
  
Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat akan nampak pada pergumulan 
dan pergeseran pola, bentuk dan struktur yang berbeda dengan yang ada 
sebelumnya. Akibatnya, pergeseran semacam ini akan berimbas kepada struktur 
budaya serta polarisasi hukum yang telah berlaku di masyarakat.
31
 Oleh karenanya, 
perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menimbulkan konsekuensi yang serius 
dalam perkembangan serta penerapan hukum.  
Terjadinya proses perubahan sosial tak lepas dari adanya perubahan dalam 
unsur-unsur yang mempertahankan sendi-sendi tatanan keseimbangan di 
masyarakat, sebut saja misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, 
ekonomis dan kebudayaan.
32
 Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 
perubahan sosial di suatu kelompok masyarakat pun sangat beragam, namun 
setidaknya terdapat empat faktor yang lazim dikenal jika dikaitkan dengan 
perubahan sosial kemasyarakatan, antara lain: kependudukan, habitat fisik, 
teknologi serta struktur masyarakat dan kebudayaan.
33
 
Salah satu fungsi hukum yang diaplikasikan di masyarakat adalah sebagai 
bentuk antisipasi terhadap perubahan sosial yang mengarah kepada keburukan. 
Bentuk antisipatif ini merupakan rekayasa sosial yang dibangun agar mampu 
mewujudkan tata kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks negara modern, 
dikenal dengan istilah hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social 
engineering) yang berusaha menjadikan hukum sebagai alat untuk merubah kondisi 
sosial masyarakat ke arah yang lebih baik khususnya terkait putusan-putusan 
pengadilan yang menjadi yurisprudensi untuk perkara-perkara terkait.
34
 Terkait 
teori tersebut, Mochtar Kusumaatmadja melihatnya sebagai sarana pendorong 
pembaharuan masyarakat dalam konteks ke-Indonesia-an.
35
 
Dalam konteks hukum Islam, pergerakan serta perkembangan hukum harus 
bersifat progresif dan beriringan dengan dinamisasi pergerakan sosial 
kemasyarakat. Dari sini maka peran ijtihad sangat dibutuhkan untuk menghadirkan 
kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Perkembangan ijtihad 
Muhammadiyah dikelompokkan ke dalam tiga periode, yaitu (1) periode pertama 
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dimulai pada tahun 1927-2000, (2) periode kedua pada tahun 2002-2005 dan (3) 
periode ketiga dimulai pada tahun 2005-sekarang.
36
 Pada periode pertama, 
Muhammadiyah melalui Majlis Tarjih memberikan perhatian lebih kepada 
penerbitan pedoman ibadah bagi warga Muhammadiyah dengan tujuan agar ibadah 
warga Muhammadiyah dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang 
bersumber dari al-Qur‘an dan Hadis. Proses tarjih dengan menggunakan 
pendekatan bayani, tahlili dan istislahi berhasil dikembangkan oleh 
Muhammadiyah sebagai dasar dalam melakukan istinbath hukum. 
Selanjunya pada periode kedua, Muktamar Muhammadiyah di Aceh pada 
tahun 2002 merubah nama Majelis Tarjih menjadi Majelis Tarjih dan 
Pengembangan Pemikiran Islam. Perubahan branding ini ditujukan agar organisasi 
Muhammadiyah hadir dalam pengembangan pemikiran Islam terlebih dalam 
bidang hukum Islam. Pada masa ini, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran 
Islam menggunakan berbagai metode dalam penetapan hukum, antara lain: Tafsir 
al-ijtima’ al-mu’ashir, at-Tarikhiyyah (historis), as-Susilujiyyah (Sosiologi), dan 
al-Antrupulujiyyah (Antropologi). Perubahan nama serta metode yang dipakai ini 
bagi sebagian kalangan dinilai adanya pergeseran Majelis Tarjih yang lebih 
memfokuskan pada kajian pemikiran Islam ketimbang hukum. 
Periode ketiga menjadi periode evaluasi bagi Muhammadiyah. Branding 
yang sebelumnya diberikan nama ―Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran 
Islam‖ dievaluasi agar dilakukan proses reaktualisasi peran dan fungsi majelis 
tersebut untuk kembali menitikberatkan pada penggalian hukum Islam yang 
progresif. Sebagai bentuk akomodasi terhadap wacana reaktualisasi peran dan 
fungsi majelis tersebut, maka majelis tersebut berganti nama menjadi ―Majelis 




Melihat kepada perkembangan ijtihad Muhammadiyah ini, penulis menilai 
bahwa pengembangan metode serta ruang lingkup ijtihad Muhammadiyah 
diarahkan kepada kajian hukum Islam yang bersifat kontemporer secara progresif 
dan dinamis dengan menjadikan al-Qur‘an dan Hadis sebagai sumber rujukan 
utama. Proses pengkajian dan penelaahan terhadap kedua sumber hukum Islam 
tersebut dilakukan secara  komprehensif dengan memadukan berbagai disiplin ilmu 
secara integral  dan juga dengan mengkombinasikan perpaduan antara pendekatan 
tekstual dan kontekstual. 
Jika melihat kepada awal proses ijtihad yang dilakukan Majlis Tarjih, 
terlihat adanya perkembangan model ijtihad yang pada mulanya menggunakan 
                                                 
36
 Berkah, ―Perkembangan Pemikiran Hukum Dalam Muhammadiyah.‖ 
37
 Ibid. 
96   Vol. 22 No. 1 Januari-Juni 2021 
model ijtihad tarjihi atau intiqa’i lalu berkembang menjadi ijtihad insya’i.
38
 Proses 
ijtihad Muhammadiyah terus berkembang mengikuti geliat kebutuhan dan tuntutan 
yang hadir dalam dimensi masyarakat modern. Itu sebabnya, Muhammadiyah 
melalui gerakan tajdid dan tarjihnya seringkali diafirmasikan dengan Gerakan 
modernisasi dan pembaharuan Islam. 
 
KESIMPULAN 
Muhammadiyah melalui Majlis Tarjih dan Tajdid mengembangkan metode 
ijtihad yang bersifat progresif dan dinamis. Dinamisasi ijtihad Muhammadiyah 
dapat dilihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkannya baik atas permintaan pihak 
eksternal maupun atas pertimbangan internal Muhammadiyah. Dengan 
mengembangkan pendekatan bayani, tahlili dan istislahi dalam proses tarjihnya, 
Muhammadiyah berhasil menjawab segala persoalan menyangkut kehidupan 
masyarakat Muslim Indonesia sehari-hari. 
Hingga saat ini, Muhammadiyah terus melakukan pengembangan metode 
ijtihad dan istinbath hukum Islam yang progresif meski dalam beberapa fatwanya 
terlihat berbeda dengan hasil ijtihad ulama salaf maupun ulama mazhab. 
Muhammadiyah secara formil tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu melainkan 
melalui prinsip tarjih dan tajdidnya, ia merujuk langsung kepada sumber hukum 
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